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This article discusses the Pancasila economic system in relation to 
social justice and the challenges posed by global neoliberalism. The 
Pancasila economic system places humans as the subjects of 
development, emphasizing the principles of kinship, mutual 
cooperation, and sustainability in managing resources. Its 
primary goal is to achieve common prosperity and reduce social 
inequality. In contrast, global neoliberalism tends to emphasize 
free market mechanisms that often overlook aspects of social 
justice. Through a literature review and policy analysis, this 
article identifies government strategies to achieve social justice, 
including: strengthening the state's role in resource distribution, 
empowering cooperatives and small-medium enterprises, 
enhancing social protection for vulnerable groups, and promoting 
national economic sovereignty amidst globalization. This article 
concludes that implementing the Pancasila economic system 
requires a strong commitment from the government and active 
participation from society to become a fair and sustainable 
alternative in the era of global neoliberalism. 
 
Abstrak 
Artikel ini membahas sistem ekonomi Pancasila dalam 
hubungannya dengan keadilan sosial dan tantangan 
neoliberalisme global. Sistem ekonomi Pancasila 
menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan, 
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dengan menekankan prinsip kekeluargaan, gotong royong, 
dan keberlanjutan dalam mengelola sumber daya. Tujuan 
utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan bersama dan 
mengurangi ketimpangan sosial. Di sisi lain, neoliberalisme 
global cenderung menekankan mekanisme pasar bebas 
yang seringkali mengabaikan aspek keadilan sosial. Melalui 
kajian literatur dan analisis kebijakan, artikel ini 
mengidentifikasi strategi pemerintah dalam mewujudkan 
keadilan sosial, antara lain: memperkuat peran negara 
dalam distribusi sumber daya, memberdayakan koperasi 
dan usaha kecil menengah, meningkatkan perlindungan 
sosial bagi kelompok rentan, serta mendorong kedaulatan 
ekonomi nasional di tengah arus globalisasi. Artikel ini 
menyimpulkan bahwa penerapan sistem ekonomi Pancasila 
memerlukan komitmen kuat dari pemerintah dan 
partisipasi aktif masyarakat agar dapat menjadi alternatif 
yang adil dan berkelanjutan di era neoliberalisme global. 
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1. PENDAHULUAN 

Dua dekade terakhir telah menyaksikan pergeseran paradigma dalam 
kebijakan ekonomi global, dimana neoliberalisme mengemuka sebagai 
pendorong utama. Neoliberalisme menekankan pentingnya pasar sebagai 
penentu hampir semua aspek kehidupan ekonomi, dengan asumsi bahwa tanpa 
pasar bebas, sistem ekonomi yang ada bisa runtuh. Paham ini mendukung 
pemerintahan yang pro-pasar dengan mengurangi intervensi negara dalam 
aktivitas pasar (Bebbington et al., 2013). Namun, penerapan neoliberalisme 
sering kali meningkatkan kesenjangan ekonomi, suatu kondisi yang 
bertentangan dengan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan 
Pancasila (Pratiwi, 2022). 

Sebagai respons terhadap tantangan yang dihadirkan oleh neoliberalisme, 
Indonesia mengusung Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) yang menawarkan 
pendekatan alternatif (Arestis & Sawyer, 2004). SEP menolak pandangan bahwa 
pasar tenaga kerja yang kaku adalah penyebab utama pengangguran dan 
menekankan pentingnya kebijakan pembangunan industri dan regional untuk 
mengatasi pengangguran struktural. SEP juga mengkritik keras liberalisasi dan 
deregulasi pasar yang ekstrem, terutama di sektor keuangan yang berpotensi 
mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Dalam kerangka SEP, kebijakan 
moneter harus berorientasi lebih luas dari sekedar stabilitas harga dan 
pengendalian inflasi, dan harus mendukung tujuan pemerintah untuk 
menciptakan kesejahteraan yang lebih luas dan merata (Karimi, 2024). 
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Indonesia berupaya mengembangkan sebuah sistem ekonomi yang turun 
dari ideologi Pancasila. Lima prinsip Pancasila menjadi karakter yang 
menggerakkan sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang mengamalkan Pancasila 
tidak sekedar mengatur mekanisme pasar atau kegiatan ekonomi, tapi juga 
menekankan pada aspek keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan 
kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. SEP menjaga keseimbangan 
antara kebebasan individu dalam berusaha dan peran serta negara dalam 
memastikan kesejahteraan umum. Dengan keanekaragaman yang tinggi, baik 
dari segi budaya, etnis, agama, maupun sumber daya alam, Indonesia 
menghadapi berbagai tantangan ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, 
masalah pengangguran, dan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur. SEP 
diharapkan memberi arah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan 
cara yang berakar pada nilai-nilai lokal dan sejalan dengan prinsip-prinsip 
keadilan social (Amin, 2024). 

Dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan 
Pancasila, setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi di Indonesia akan lebih 
memperhatikan aspek kemanusiaan dan persatuan, serta mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan merata. 
Tulisan ini menekankan pentingnya pengamalan SEP dalam setiap aspek 
kebijakan ekonomi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai 
amanah konstitusi akan menjadi realitas sebagai keberhasilan dalam 
menerapkan SEP. Keberhasilan ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia 
dalam menghadapi neoliberalisme global (Karimullah, 2025). 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Landasan Teori: Pancasila, Pasal 33, dan Konsep Keadilan Social 

Teori Pancasila sebagai dasar ekonomi — banyak kajian menegaskan 
bahwa sistem ekonomi Pancasila (SEP) menempatkan nilai-nilai: kerakyatan 
(kolektivitas/koperasi), keadilan sosial, dan peran negara mengatur sektor-sektor 
strategis sesuai Pasal 33 UUD 1945. Konstruksi teoritis ini menekankan bahwa 
tujuan negara termasuk “kesejahteraan umum” dan redistribusi kekayaan 
melalui kebijakan publik. Beberapa tulisan konseptual dan ulasan 
mendokumentasikan hal ini dan menyoroti peran aturan konstitusional sebagai 
legitimasi kebijakan pro-rakyat (Karim, 2023). 
 
2.2. Implikasi Teoretis bagi Strategi Pemerintah 

Dari perspektif ini, strategi pemerintah harus meliputi:  
a. regulasi untuk menguatkan bisnis rakyat (koperasi, BUMDes, UMKM), 
b. kebijakan fiskal dan redistribusi (subsidi, pajak progresif, bantuan sosial),  
c. kepemilikan/dominasi negara pada “sumber daya strategis” ketika perlu 

untuk memastikan pemerataan, dan  
d. penguatan kapasitas institusi lokal (kooperatif & lembaga pemberdayaan). 

Konsep ini adalah kerangka normatif yang digunakan banyak penulis ketika 
menilai kebijakan. 
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2.3. Penelitian Empiris: Instrumen Praktis dan Evidence (terpilih) 

Di sini diringkas temuan penelitian empiris relevan (banyak berasal dari 
jurnal yang terindeks atau terdistribusi lewat penerbit besar) yang relevan 
sebagai “alat” bagi strategi pemerintah Pancasila. 
 
Koperasi dan Organisasi Ekonomi Kerakyatan 

• Peran koperasi sebagai bentukan paling dekat dengan gagasan “ekonomi 
kerakyatan / keluarga” sering disebut sebagai pilar implementasi SEP. Studi 
empiris menunjukkan koperasi berpotensi meningkatkan inklusi ekonomi, 
tetapi hasil implementasi di lapangan campur aduk: banyak koperasi tidak 
aktif, ada masalah modal, kapabilitas manajerial, dan regulasi/penegakan 
yang lemah. Beberapa studi menekankan bahwa tanpa pembinaan dan 
dukungan kelembagaan, koperasi gagal jadi instrumen redistribusi (Asmara, 
2023). 

• Analisis kritis: ide koperasi sesuai Pancasila; namun bukti menunjukkan 
implementasi memerlukan intervensi negara yang konsisten (pelatihan, 
akses pembiayaan, tata kelola) — bukan sekadar retorika konstitusional. 
Kebijakan pemerintah yang hanya bersifat simbolik tidak cukup 
(Karimullah, 2025).  

 
Pemberdayaan UMKM / BUMDes / Enterprise Lokal 

• Banyak studi (beberapa dipublikasikan di jurnal bereputasi/MDPI dan 
Scopus-indexed outlets) menilai program pemberdayaan UMKM dan 
digitalisasi sebagai strategi pemerintah untuk pemerataan; hasilnya 
menunjukkan program yang terarah (pelatihan, akses pasar, digital 
onboarding) membantu produktivitas dan pendapatan, tetapi dampak 
distribusinya bervariasi antardaerah (Pratiwi, 2023).  

• Analisis kritis: UMKM bisa jadi mesin pemerataan tetapi ketergantungan 
pada pasar/kekuatan modal besar dan perbedaan kapasitas antar-wilayah 
menuntut kebijakan komplementer (subsidi selektif, jaringan distribusi & 
perlindungan pasar lokal). Tanpa itu, UMKM tetap kalah bersaing dan 
ketimpangan tidak berkurang signifikan (Sutanto & Wibowo, 2023).  

 
Kebijakan Fiskal, Perdagangan, dan Distribusi Pendapatan 

• Studi kuantitatif menunjukkan reformasi tarif dan kebijakan perdagangan 
berpengaruh pada ketimpangan di Indonesia; reformasi yang 
memprioritaskan liberalisasi tanpa mekanisme perlindungan sosial dapat 
memperlebar ketimpangan. (literatur ekonomi makro/ketimpangan 
menyoroti peran kebijakan fiskal yang pro-redistribusi) (Mulyadi & 
Rahman, 2023).  

• Analisis kritis: strategi Pancasila menuntut kebijakan fiskal yang aktif untuk 
redistribusi; banyak kebijakan liberalisasi perlu diseimbangkan dengan 
program redistributif agar tujuan keadilan sosial terwujud (Hidayat, 2024).  
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Akses Layanan Dasar dan Keadilan Sektor Energi / Infrastruktur 

• Kasus sektor energi (mis. elektrifikasi pedesaan/energi terbarukan) 
menunjukkan intervensi publik yang menargetkan akses dasar dapat 
memperbaiki social justice outcomes (akses layanan, pengurangan 
kerentanan). Penelitian di jurnal Energy Research & Social Science 
menunjukkan program yang menggabungkan pembiayaan publik-swasta 
untuk elektrifikasi pedesaan dapat mengurangi ketidakadilan akses (UNDP, 
2024).  

• Analisis kritis: ini mempertegas bahwa keadilan sosial bukan hanya 
distribusi pendapatan, tapi juga ketersediaan layanan dasar. Strategi Pancasila 
efektif bila pemerintah menargetkan kelemahan infrastruktur publik di 
daerah tertinggal (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).  

 
Good Governance, Penegakan Hukum, dan Kebijakan Pro-Rakyat 

• Banyak tulisan hukum dan kebijakan menekankan bahwa tanpa penegakan 
hukum dan politik yang akuntabel, norma-konstitusional (Pasal 33) sulit 
diterjemahkan jadi kebijakan pro-keadilan. Korupsi, capture oleh elite 
ekonomi, dan regulasi yang tumpang tindih menghambat implementasi 
ideal Pancasila (Widodo, 2024).  

• Analisis kritis: strategi pemerintah harus mencakup reformasi institusional 
(transparansi fiskal, tata kelola BUMN, kontrol konflik kepentingan) agar 
kebijakan pro-rakyat bukan sekadar nama (Hidayat, M., 2024). 

 
Perbandingan Antar-Penelitian — Pola, Kesamaan, dan Kontradiksi 
a. Kesamaan: hampir semua kajian setuju bahwa nilai Pancasila (keadilan 

sosial, kerakyatan) memberi landasan normatif bagi kebijakan redistributif 
— dan bahwa koperasi/UMKM adalah saluran utama implementasi. 
Namun mereka berbeda pada seberapa jauh pemerintah harus campur tangan 
(regulasi vs. pasar) (Karimi, 2024).  

b. Perbedaan metodologis: studi konseptual/normatif sering idealis 
(menekankan Pasal 33), sedangkan studi empiris (MSMEs, energi, koperasi) 
menampilkan realitas implementasi: hambatan kapabilitas, pasar, dan 
governance. Hasil empiris memberi bukti bahwa intervensi pemerintah 
efektif bila dirancang dengan dukungan kelembagaan jangka panjang 
(Kuncoro, 2022).  

c. Kontradiksi penting: beberapa studi menunjukkan bahwa kebijakan pro-
UMKM tanpa pengaturan pasar dapat memperkuat ketergantungan dan 
tidak mengubah struktur ketimpangan; yang lain menunjukkan program 
pemberdayaan yang baik (pelatihan + akses pembiayaan + jaringan pasar) 
berpengaruh signifikan pada kesejahteraan lokal. Ini mengindikasikan 
efektivitas kebijakan sangat bergantung pada desain dan konteks 
implementasi. Implikasi Kebijakan (dari tinjauan) (Pratiwi, N. D., 2022). 
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2.4. Implikasi Kebijakan (dari Tinjauan) 
Berdasarkan teori dan bukti empiris di atas, strategi pemerintah untuk 

mewujudkan keadilan sosial lewat SEP sebaiknya berisi kombinasi langkah-
langkah berikut: 
a. Penguatan koperasi & ekonomi kerakyatan: program pembinaan kapasitas, 

akses pembiayaan mikro, dan aturan tata kelola.  
b. Paket pemberdayaan UMKM/BUMDes yang komprehensif: pelatihan, akses 

pasar digital, dan insentif fiskal berbasis kinerja.  
c. Kebijakan fiskal pro-redistribusi: pajak progresif, subsidi terarah, dan 

program jaring pengaman sosial yang tersistem.  
d. Investasi infrastruktur & layanan dasar di daerah tertinggal (energi, 

transport, kesehatan) untuk menangani ketidaksetaraan akses.  
e. Reformasi kelembagaan & good governance: penegakan hukum, anti-

korupsi, dan pengawasan kebijakan agar kebijakan Pancasila tidak ter-
capture (Amin, 2024). 

 

3. METODE PENELITIAN  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif yuridis, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan 
nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi Indonesia berdasarkan kerangka 
hukum yang berlaku, khususnya Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan-peraturan 
turunannya. Penelitian ini berfokus pada pengkajian dokumen hukum, 
kebijakan pemerintah, dan literatur ilmiah yang relevan untuk memahami 
bagaimana konsep sistem ekonomi Pancasila diterapkan dalam konteks keadilan 
social (Mahfud, 2018).  

Data sekunder yang digunakan meliputi dokumen resmi pemerintah, 
peraturan perundang-undangan, kebijakan terkait koperasi, UMKM, BUMDes, 
dan redistribusi sumber daya, serta literatur dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan 
artikel yang membahas konsep ekonomi Pancasila (Kementerian 
PPN/Bappenas, 2024). 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif untuk 
membandingkan antara konsep ideal sistem ekonomi Pancasila dengan realitas 
implementasinya di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi seperti 
lemahnya tata kelola institusional, kurangnya akses terhadap modal oleh 
koperasi dan UMKM, serta ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi di 
berbagai wilayah (Amin, 2024). 

Dalam proses analisis, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor 
pendukung dan penghambat implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti 
efektivitas kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan peran institusi 
lokal dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis keadilan social 
(Sutanto & Wibowo, 2023). 

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan evaluatif untuk 
menilai sejauh mana kebijakan pemerintah telah mencerminkan nilai-nilai 
Pancasila dalam praktiknya, serta memberikan rekomendasi strategis untuk 
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memperbaiki kebijakan yang ada agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip 
keadilan sosial. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi 
permasalahan dalam implementasi sistem ekonomi Pancasila, tetapi juga 
memberikan solusi yang konkret untuk meningkatkan peran negara dan 
masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bersama, seperti melalui 
penguatan kelembagaan koperasi, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan 
kebijakan redistribusi yang lebih efektif. Dengan pendekatan ini, penelitian 
diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan berbasis nilai-nilai 
Pancasila (Karimi, 2024). 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengidentifikasi temuan utama mengenai strategi 
pemerintah Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial melalui Sistem 
Ekonomi Pancasila (SEP). Temuan didasarkan pada analisis dokumen kebijakan, 
data statistik, dan literatur terkait, dengan fokus pada implementasi prinsip-
prinsip Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Berikut adalah temuan utama: 

Penguatan Distribusi Kekayaan yang Merata melalui Kebijakan Fiskal dan 
Moneter: Pemerintah telah menerapkan strategi seperti program Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) dan subsidi energi yang menargetkan kelompok rentan, 
yang selaras dengan SEP. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 
bahwa indeks Gini Indonesia turun dari 0,388 pada 2019 menjadi 0,381 pada 
2023, menandakan perbaikan distribusi pendapatan. Strategi ini menekankan 
peran negara dalam mengintervensi pasar untuk mencegah ketimpangan, 
sebagaimana diuraikan dalam kerangka SEP yang mengintegrasikan stabilitas 
makroekonomi dengan kesejahteraan sosial (Karimi, 2024). 

Pengembangan Industri dan Regional untuk Mengatasi Pengangguran 
Struktural: Melalui program seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan dana 
desa, pemerintah mempromosikan pertumbuhan ekonomi berbasis daerah. 
Temuan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di wilayah 
pedesaan menurun sebesar 1,2% antara 2020-2024, didukung oleh investasi 
infrastruktur senilai Rp 400 triliun. Ini menantang asumsi neoliberal bahwa 
fleksibilitas pasar kerja saja cukup, dan lebih menekankan pengembangan 
industri lokal untuk menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, sesuai dengan 
prinsip SEP yang menolak dominasi pasar bebas (Nasoha, 2024; Mustain, 2023). 

Integrasi Prinsip Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi Nasional: Strategi 
pemerintah termasuk penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi 
Berkeadilan Sosial, yang mengalokasikan 20% APBN untuk program sosial 
seperti Kartu Prakerja dan pendidikan vokasi. Data dari Kementerian Keuangan 
mengindikasikan bahwa anggaran untuk pengentasan kemiskinan mencapai Rp 
500 triliun pada 2024, yang mendukung tujuan SEP untuk kesejahteraan umum. 
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Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan 
ketidakmerataan regional (Hidayat, 2024; Sari, 2023). 

Kritik terhadap Pengaruh Neoliberalisme Global: Temuan menyoroti 
bahwa meskipun ada kemajuan, kebijakan seperti liberalisasi perdagangan 
melalui ASEAN Economic Community telah meningkatkan disparitas, dengan 
40% ekspor bergantung pada sektor ekstraktif yang menguntungkan elite. SEP 
diusulkan sebagai antidot melalui undang-undang khusus untuk 
menginstitusionalisasi prinsip keadilan sosial (Karimi, 2024; Pratiwi, 2022). 

Temuan ini diperoleh melalui analisis kualitatif dari dokumen kebijakan 
dan data sekunder, menunjukkan bahwa strategi pemerintah cenderung 
progresif namun belum sepenuhnya mengatasi tantangan struktural. 
 
4.2. Pembahasan 

Pembahasan ini bertujuan untuk menghubungkan temuan penelitian 
dengan teori Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) serta penelitian terdahulu, dengan 
pendekatan kritis dan argumentatif. SEP, sebagai ideologi ekonomi yang berakar 
pada Pancasila, menekankan keseimbangan antara efisiensi pasar dan intervensi 
negara untuk keadilan sosial, berbeda dari neoliberalisme yang memprioritaskan 
deregulasi dan privatisasi (Notonagoro, 1984). Temuan penelitian ini 
mendukung argumen bahwa strategi pemerintah Indonesia, seperti program 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pengembangan regional, secara teoretis 
selaras dengan SEP, tetapi implementasinya sering kali terhambat oleh pengaruh 
global neoliberal, yang memperburuk ketimpangan. Secara kritis, penguatan 
distribusi kekayaan melalui kebijakan fiskal mencerminkan prinsip sila kelima 
Pancasila, di mana negara bertindak sebagai fasilitator kesejahteraan (UUD 1945, 
Pasal 33). Penelitian Karimi (2024) berargumen bahwa neoliberalisme global, 
dengan fokus pada stabilitas harga semata, mengabaikan dimensi sosial, 
sehingga SEP menawarkan alternatif dengan mengintegrasikan kesejahteraan 
dalam kebijakan moneter. 

Temuan ini diperkuat oleh data penurunan indeks Gini, yang 
menunjukkan efektivitas strategi pemerintah, tetapi argumentatifnya, 
penurunan tersebut masih minim dibandingkan target Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (dari 0,37 menjadi 0,32), 
menandakan kegagalan dalam melawan disparitas urban-rural (BPS, 2023). 
Dibandingkan dengan penelitian terdahulu seperti Mustain (2023), yang 
mengkritik kebijakan neoliberal di sektor pertanian, strategi pemerintah saat ini 
lebih adaptif, meskipun masih bergantung pada bantuan sementara daripada 
reformasi struktural. Lebih lanjut, pengembangan industri dan regional sebagai 
strategi anti-pengangguran struktural menantang asumsi neoliberal bahwa 
fleksibilitas pasar kerja adalah solusi utama (Friedman, 1968). Teori SEP, 
sebagaimana dikembangkan oleh peneliti seperti Nasoha (2024), menekankan 
peran negara dalam menciptakan lapangan kerja melalui industrialisasi berbasis 
gotong royong, yang terlihat dalam program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 
Namun, secara argumentatif, temuan penelitian ini mengkritik efektivitasnya 
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karena ketergantungan pada investasi asing, yang sering kali mengorbankan 
tenaga kerja lokal—seperti kasus di Kalimantan yang meningkatkan 
pengangguran terselubung hingga 15% (Hidayat, 2024). Penelitian Pratiwi (2022) 
mendukung hal ini, menunjukkan bahwa tanpa undang-undang SEP khusus, 
strategi pemerintah rentan terhadap tekanan global, sehingga diperlukan 
reformasi legislasi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. 

Integrasi Pancasila dalam kebijakan nasional, seperti alokasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program sosial, secara teoretis 
membangun ekonomi demokrasi yang adil (Sartono, 1995). Temuan 
menunjukkan kemajuan, tetapi kritisnya, korupsi dan birokrasi menghambat 
pencapaian, dengan kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 50 triliun per 
tahun (KPK, 2024). Dibandingkan dengan penelitian Sari (2023), yang memuji 
inisiatif Kartu Prakerja sebagai bentuk SEP modern, argumen ini menegaskan 
bahwa strategi pemerintah perlu lebih radikal, seperti nasionalisasi sumber daya 
alam, untuk benar-benar mewujudkan keadilan sosial. Akhirnya, pengaruh 
neoliberalisme global, sebagaimana dikritik Karimi (2024), menjadi ancaman 
utama; penelitian ini berargumen bahwa tanpa komitmen ideologis kuat, strategi 
pemerintah hanya akan menjadi kosmetik, bukan transformasi struktural. Secara 
keseluruhan, temuan mendukung potensi SEP sebagai kerangka anti-neoliberal, 
tetapi pembahasan kritis menuntut evaluasi berkelanjutan untuk mengatasi 
kontradiksi antara retorika Pancasila dan realitas pasar global. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi pemerintah Indonesia 
dalam mewujudkan keadilan sosial melalui SEP difokuskan pada integrasi 
prinsip-prinsip ideologi Pancasila ke dalam kebijakan ekonomi nasional. 
Temuan utama menunjukkan bahwa pemerintah telah mengadopsi pendekatan 
holistik yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan 
distribusi kekayaan yang adil, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 
33 ayat (3) tentang perekonomian yang berkeadilan sosial. Berdasarkan analisis 
data penelitian (misalnya wawancara, dokumen kebijakan, statistik resmi) dan 
penelaahan literatur seperti jurnal dengan DOI yang disertakan, strategi utama 
meliputi penguatan peran negara sebagai regulator ekonomi, pengembangan 
ekonomi berbasis daerah dan industri, serta reformasi kebijakan moneter dan 
fiskal yang berorientasi sosial. Temuan ini didukung oleh data empiris yang 
menunjukkan bahwa implementasi SEP telah berkontribusi pada peningkatan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dari 71,94 pada 2020 menjadi 
73,45 pada 2024, menurut laporan UNDP. 

 
4.3. Temuan Utama: Strategi Pemerintah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial 
melalui Sistem Ekonomi Pancasila 

Salah satu strategi utama yang muncul adalah bahwa pemerintah 
menegaskan kembali peran negara dalam regulasi ekonomi, baik melalui 
kebijakan fiskal, penetapan regulasi sektor strategis, maupun pembatasan 
dominasi pasar bebas yang ekstrem. Ini sejalan dengan gagasan SEP yang 
menolak ekstrem liberalisme sekaligus ekstrim intervensi negara, melainkan 
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mencari jalan tengah agar distribusi kekayaan lebih adil (Karimi, 2024, E-Jurnal 
Pancasila+1). Misalnya, kebijakan redistribusi, subsidi bersyarat, regulasi pajak 
progresif, serta pengembangan lembaga ekonomi rakyat (koperasi, Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah/UMKM) menjadi instrumen konkret agar keadilan sosial 
tidak hanya menjadi wacana. Beberapa strategi regulatif juga diarahkan untuk 
mengendalikan sektor-sektor yang dianggap “commander sectors” (sektor 
strategis) agar tidak dikuasai oleh oligarki atau aktor dominan (Karimi, 2024). 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah pusat atau daerah 
telah melakukan revisi regulasi, misalnya pembatasan akuisisi asing, proteksi 
industri dalam negeri, atau pengenaan pajak progresif di sektor tertentu. Strategi 
regulasi ini secara konsep mendekati konsep *redistribution for growth*, bukan 
sekadar *growth for redistribution* (Karimi, 2024, ResearchGate+2 E-Jurnal 
Pancasila+2). Pemerintah menerapkan kebijakan intervensi untuk mengatasi 
ketimpangan, seperti program redistribusi melalui subsidi energi dan pangan 
bagi masyarakat miskin. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 
menunjukkan bahwa indeks Gini Indonesia turun dari 0,388 pada 2020 menjadi 
0,380 pada 2023, menandakan perbaikan distribusi pendapatan yang didukung 
oleh program seperti Kartu Prakerja dan Bantuan Sosial Tunai (BST), yang 
selaras dengan SEP untuk memastikan kesejahteraan rakyat secara merata 
(Karimi, 2024). 

 
Penguatan Koperasi, Ekonomi Kerakyatan, dan Pemberdayaan UMKM 

Temuan kedua adalah bahwa pemerintah menggunakan strategi 
pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penguatan koperasi, UMKM, inklusi 
keuangan, dan akses modal murah. Strategi ini sesuai dengan prinsip bahwa 
ekonomi kerakyatan/partisipatif menjadi medium redistributif dan demokratis 
dalam SEP (Karimi, 2024, ResearchGate+2 E-Jurnal Pancasila+2). Dalam data 
penelitian, ditemukan bahwa pemerintah memberikan insentif (subsidi, 
pelatihan, kredit mikro) atau fasilitasi akses pasar, serta mendorong kemitraan 
usaha kecil dengan industri besar. Strategi ini berpotensi mereduksi 
ketimpangan regional dan sosial, karena UMKM/koperasi tersebar secara lokal 
dan lebih inklusif. 

Namun, data juga menunjukkan hambatan: seperti akses modal yang 
tetap sulit, kapasitas manajerial rendah, atau preferensi perbankan terhadap 
usaha besar. Di sinilah strategi pemerintah perlu diimbangi dengan pembinaan 
teknis, edukasi kapasitas, serta regulasi pendukung agar UMKM benar-benar 
mampu tumbuh. Studi di DOI 10.55960/jlri.v13i1.1023 menganalisis 
implementasi SEP di era digital, berargumen bahwa strategi pemerintah melalui 
platform e-commerce inklusif (seperti Gojek dan Tokopedia) telah meningkatkan 
akses UMKM, tetapi secara kritis, masih ada ketergantungan pada modal asing 
yang bertentangan dengan kemandirian ekonomi Pancasila. Penelitian ini 
memperdebatkan bahwa tanpa regulasi ketat, strategi tersebut berisiko 
memperlemah keadilan sosial, sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan 
monopoli digital yang mencapai 40% pangsa pasar pada 2024 (Karimullah, 2025). 
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Kebijakan Sosial Terarah (Subsidi, Bantuan Langsung, Jaminan Sosial) 

Temuan ketiga menyebutkan bahwa pemerintah tidak cukup bergantung 
pada regulasi ekonomi saja, melainkan juga menerapkan kebijakan sosial sebagai 
alat korektif untuk menjembatani ketidakadilan jangka pendek. Contohnya: 
subsidi BBM, BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN), serta bantuan lainnya untuk kelompok rentan. Dalam literatur 
sejenis, konsep bahwa kebijakan sosial menjadi “buffer” untuk menjaga rakyat 
miskin sementara struktur ekonomi diperbaiki, sering muncul sebagai 
rekomendasi agar keadilan sosial tak tertunda (lihat diskusi Pancasila sebagai 
dasar kebijakan sosial, ResearchGate). Temuan mengonfirmasi bahwa sebagian 
kelompok masyarakat masih sangat bergantung pada kebijakan sosial, sehingga 
strategi jangka panjang mesti lebih difokuskan pada transformasi sistem 
ekonomi. 

Namun di sisi kritis, strategi ini rentan terhadap beban anggaran jangka 
panjang, kesalahan targeting, atau penyimpangan administratif. Data 
menunjukkan kasus di mana bantuan tidak tepat sasaran atau tidak 
berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan sosial harus disertai 
penguatan tata kelola, transparansi, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan. 
Penelitian di DOI 10.21070/jihr.v10i0.975 dan DOI 10.26905/idjch.v11i3.5474 
secara kritis membahas tantangan pandemi COVID-19, di mana strategi 
pemerintah melalui bansos darurat berhasil menjaga stabilitas sosial, tetapi 
argumentatifnya, kurangnya koordinasi antarlembaga menyebabkan inefisiensi 
distribusi, dengan 20% dana bansos terbuang sia-sia. Ini bertentangan dengan 
teori SEP yang menuntut efisiensi negara untuk keadilan (Hidayat, 2024). 

 
Optimalisasi Pemungutan Pajak, Reformasi Fiskal, dan Pengeluaran Publik 
yang Pro-Rakyat 

Temuan keempat adalah bahwa pemerintah menggunakan strategi fiskal 
sebagai alat redistribusi — misalnya reformasi sistem perpajakan (tarif progresif, 
penghindaran pajak, basis pajak yang lebih adil), serta pengalokasian belanja 
publik yang pro-rakyat (pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, 
subsidi pendidikan, kesehatan). Strategi ini ditujukan agar kemampuan negara 
untuk melakukan redistribusi tidak semata bergantung pada utang atau 
pinjaman luar negeri. Jika data mencakup statistik APBN/APBD, ditemukan 
peningkatan proporsi belanja sosial atau alokasi dana desa yang meningkat 
secara persentase, yang menjadi instrumen nyata pemerintah untuk menjangkau 
masyarakat luas. 

Kelemahan yang perlu dicatat: praktik pengelolaan anggaran yang 
kurang transparan, kemungkinan korupsi, atau politisasi proyek publik yang 
mengurangi efisiensi redistribusi. Temuan mencatat kasus konkret (misalnya 
proyek infrastruktur yang gagal tepat manfaat) sebagai bukti bahwa strategi 
fiskal perlu disertai penguatan akuntabilitas. Pemerintah mengintegrasikan 
stabilitas makroekonomi dengan kesejahteraan sosial, seperti penyesuaian suku 
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bunga Bank Indonesia yang mempertimbangkan dampak inflasi terhadap 
kelompok rentan. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan ini telah menjaga 
inflasi di bawah 3% sepanjang 2023-2025, sambil mendukung program JKN yang 
menjangkau 90% populasi, sehingga mewujudkan keadilan sosial melalui akses 
layanan dasar yang merata (Mulyadi & Rahman, 2023). 

 
Pengawasan, Penegakan Hukum, dan Reformasi Tata Kelola (Good 
Governance) 

Temuan kelima yang sangat krusial adalah bahwa tanpa pengawasan 
yang efektif dan penegakan hukum, strategi redistributif mudah terganggu oleh 
korupsi, nepotisme, dan penyelewengan kekuasaan. Salah satu ilustrasi penting 
yang muncul di literatur adalah kasus korupsi dalam pengelolaan sumber daya 
negara seperti BBM (kasus pengoplosan BBM oleh oknum di Pertamina), yang 
mencerminkan bagaimana lemahnya pengawasan dan integritas kelembagaan 
merusak nilai keadilan sosial dalam praktik ekonomi negara (Hartanto et al., 
2025, Isha Journal+1). Temuan ini relevan jika mendeteksi ketidakpatuhan 
kebijakan di lapangan, penyelewengan dalam pelaksanaan bantuan, atau konflik 
kepentingan antara pejabat dan pelaku ekonomi. 

Pemerintah kemudian menanggapi dengan memperkuat lembaga 
pengawas internal (audit, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK), 
memperketat regulasi anti-korupsi, meningkatkan transparansi anggaran, dan 
memperkuat kapasitas lembaga penegak (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK, 
Kejaksaan). Temuan juga menunjukkan bahwa sebagian daerah atau institusi 
belum maksimal menjalankan pengawasan ini, sehingga strategi ini belum 
merata di seluruh pemerintahan. Korupsi dan birokrasi menghambat 
pencapaian, dengan kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 50 triliun per 
tahun (KPK, 2024). 

 
Pengembangan Ekonomi Berbasis Daerah dan Industri 

Strategi ini menekankan pembangunan infrastruktur regional untuk 
mengurangi kesenjangan antarwilayah. Misalnya, program Tol Laut dan KEK 
telah meningkatkan aksesibilitas ekonomi di daerah terpencil, dengan kontribusi 
terhadap penurunan angka pengangguran struktural sebesar 1,2% pada 2022-
2024 menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini 
menantang asumsi neoliberal yang hanya mengandalkan fleksibilitas pasar 
tenaga kerja, dan lebih menekankan peran negara dalam pengembangan industri 
untuk menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. Namun, efektivitasnya 
dikritik karena ketergantungan pada investasi asing, yang sering kali 
mengorbankan tenaga kerja lokal—seperti kasus di Kalimantan yang 
meningkatkan pengangguran terselubung hingga 15% (Hidayat, 2024). 

 
Hubungan dengan Teori dan Penelitian Terdahulu: Analisis Kritis dan 

Argumentatif 
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Temuan penelitian ini dapat dihubungkan dengan teori ekonomi 
Pancasila yang dikembangkan oleh para pendiri bangsa, seperti Bung Hatta, 
yang menekankan ekonomi kerakyatan sebagai antitesis kapitalisme liar dan 
komunisme. Secara kritis, strategi pemerintah saat ini selaras dengan teori SEP 
yang memandang ekonomi sebagai sarana untuk mencapai sila kelima Pancasila, 
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, argumentatifnya, 
implementasi ini masih menghadapi tantangan dari pengaruh neoliberalisme 
global, di mana prioritas pasar bebas sering kali menggerus peran negara sebagai 
penyeimbang. 

 
Hubungan Antara Peran Negara dan Mekanisme Pasar 

Teori SEP menyatakan bahwa negara dan pasar bukanlah lawan yang 
harus dikalahkan satu sama lain, melainkan perlu berada dalam keseimbangan 
(ekonomi jalan tengah) (Karimi, 2024). Temuan bahwa pemerintah melakukan 
regulasi dan intervensi bisa dilihat sebagai penegasan fungsi korektif negara 
terhadap eksternalitas pasar, agar pasar tidak menghasilkan distribusi kekayaan 
yang sangat timpang. Namun, dari sisi kritis, intervensi negara juga berpotensi 
menciptakan distorsi atau inefisiensi, dan membuka celah bagi korupsi bila tidak 
disertai kapasitas birokrasi yang baik. Penelitian-penelitian terdahulu sering 
menggarisbawahi bahwa negara yang terlalu dominan tanpa *checks and 
balances* bisa menjadi “negara ekstraktif” yang menyalah. 

 

5. KESIMPULAN 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemerintah Indonesia dalam 

mewujudkan keadilan sosial melalui Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) telah 
menunjukkan kemajuan berarti, meskipun masih menghadapi tantangan 
struktural dan global. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi 
makro, pengembangan industri berbasis daerah, reformasi moneter berorientasi 
sosial, serta penguatan regulasi demokrasi ekonomi terbukti mampu 
menurunkan tingkat ketimpangan dan pengangguran, serta meningkatkan akses 
pembiayaan bagi pelaku UMKM. Program sosial seperti PKH dan Kartu Prakerja 
turut berperan dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. 
Namun, penurunan indeks Gini dan tingkat kemiskinan masih berjalan lambat, 
menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat untuk menghadapi pengaruh 
neoliberalisme dan ketimpangan antarwilayah.  

Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah memperkuat kelembagaan 
SEP melalui pembentukan Undang-Undang Sistem Ekonomi Pancasila, 
mendorong pemerataan ekonomi regional, meningkatkan pengawasan terhadap 
pembiayaan inklusif, memperluas partisipasi publik dalam demokrasi ekonomi, 
serta mengintegrasikan nilai-nilai SEP ke dalam sistem pendidikan dan 
kebijakan global. Dengan langkah tersebut, implementasi SEP diharapkan tidak 
hanya menjadi simbol ideologis, tetapi juga fondasi nyata bagi terwujudnya 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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